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UU NO 20 TAHUN 2023 

TENTANG APARATUR SIPIL 

NEGARA

PP 18 TAHUN 2016  TENTANG 

PERANGKAT DAERAH 

PERMENDAGRI 108 TAHUN 2017 TENTANG  

KOMPETENSI PEMERINTAHAN

PERMENDAGRI NO. 89 TAHUN 2022 

TENTANG  PENDIDIKAN DAN 

PELATIHAN KEPEMIMPINAN 

PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

PERMENDAGRI NO. 15 TAHUN 2024 TENTANG  

PEDOMAN PENYUSUNAN APBD  TAHUN 

ANGGARAN 2025

PP 12  TAHUN 2017  TENTANG 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

PENYELENGGARAAN 

PEMERINTAHAN DAERAH

KEPMENDAGRI  NO. 900.1.15.5-1317 

TAHUN 2023

KEPMENDAGRI  NO. 900.1.15.5-1317 TAHUN 2023  TENTANG  PERUBAHAN ATAS  KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-5889 TAHUN 

2021 TENTANG HASIL VERIFIKASI, VALIDASI DAN INVENTARISASI PEMUTAKHIRAN KLASIFIKASI, KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN  

PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH



Kedudukan Kementerian Dalam Negeri dalam pelaksanaan

Pembinaan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

oleh Daerah provinsi :

Pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Pusat terhadap

penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Daerah provinsi

dilaksanakan oleh menteri/kepala lembaga pemerintah

nonkementerian secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri

Dalam Negeri (Psl 8 ayat 3 UU 23 Tahun 2014)

Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi, 

dilaksanakan oleh: 

1. Menteri Dalam Negeri, untuk pembinaan umum; dan

2. Menteri teknis/kepala lembaga pemerintah

nonkementerian, untuk pembinaan teknis

(Pasal 3 ayat 1 PP 12 Tahun 2017)

Pembinaan umum oleh Mendagri meliputi 10 aspek: pembagian urusan,

pembangunan, keuangan, kepegawaian, kelembagaan, pelayanan publik,

kerjasama daerah, kebijakan daerah, KDh dan DPRD, bentuk pembinaan

lainnya, (Psl 3 PP 12 Tahun 2017)

Setiap Tahun diterbirkan Permendagri ttg 1. RKPD, 2. Pedoman Umum

Penyusunan APBD, 3. Kebijakan Pengawasan



PEMBINAAN  UMUM PENYELENGGARAAN 
PEMDA

Pembagian Urusan
Pemerintahan

Kelembagaan Daerah

Kepegawaian Pada Perangkat
Daerah

Keuangan Daerah

Pembangunan Daerah

Pelayanan Publik di Daerah

Kerjasama Daerah

Kebijakan Daerah

Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah

Bentuk Pembinaan Lainnya

Pengembangan Kompetensi merupakan bagian dari Pembinaan Umum
Bidang Kepegawaian pada Perangkat Daerah

Pasal. 375 
(4) UU 
23/14

Pasal. 3 (2)
PP 12/17
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Kompetensi Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
233 Ayat (2) dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah adalah :



U
U

 N
o
. 
2

3
 T

A
H

U
N

 2
0

1
4

P
a

s
a

l 
4

0
7

 t
e

n
ta

n
g

P
e

m
e

ri
n

ta
h

a
n

D
a

e
r
a

h



11

12 DESEMBER 2024



Ayat (8) :
Kompetensi pemerintahan ditetapkan oleh 
Menteri Dalam Negeri
Ayat (9) :
Kompetensi pemerintahan dibuktikan dg 
sertifikasi
Ayat (10) :
Sertifikasi dilaksanakan oleh suatu lembaga 
sertifikasi yg berwenang menyelenggarakan 
sertifikasi penyelenggaraan pemerintahan dalam 
negeri sesuai dg pe-uu-an

PP NO. 18 THN 2016 - PASAL 98



Pengembangan kompetensi penyelenggara pemerintahan Daerah,

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017.

3

Pendidikan dan pelatihan diselenggarakan dalam rangka

pengembangan kompetensi penyelenggara pemerintahan

Daerah. Pendidikan dan pelatihan, meliputi:

Pendidikan dan pelatihan 1-4 diselenggarakan

oleh Kementerian (Kementerian Dalam Negeri)

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pendidikan dan pelatihan 4 & 5 diselenggarakan oleh

kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian

sesuai dengan kewenangannya dan dikoordinasikan

kepada Menteri.

Pendidikan dan pelatihan dapat dilaksanakan

melalui kerja sama antar kementerian/lembaga

pemerintah nonkementerian, antar-Pemerintah

Daerah, dan/atau dengan perguruan tinggi serta

lembaga pendidikan dan pelatihan lainnya.

a. b.

c.

1) pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional

substantif pemerintahan dalam negeri;

2) pendidikan dan pelatihan kepemimpinan

pemerintahan dalam negeri;

3) pendidikan dan pelatihan kepamongprajaan;

4) pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional

substantif kementerian/ lembaga pemerintah

nonkementerian; dan/atau

5) pendidikan dan pelatihan lain sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan. d.

( Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017)



PASAL 2
Pegawai ASN yang menduduki JPT, Jab Administrator, dan 

Jab Pengawas pd Perangkat Daerah harus memiliki 

persyaratan kompetensi : teknis, manajerial, sosio kultural 

dan kompetensi pemerintahan.

PASAL 1
Kompetensi Pemerintahan adalah kemampuan dan 

karakteristik yang dimiliki seorang Pegawai ASN yang 

diperlukan untuk melaks tugas pengelolaan pemerintahan 

sesuai jenjang jabatannya di lingkungan Kemendagri dan 

Pemerintahan Daerah secara profesional.

ts_please@yahoo.co.id
  

PERMENDAGRI NO. 108 THN 2017 : 
KOMPETENSI PEMERINTAHAN



KOMPETENSI 
PEMERINTAHAN



Copyright © Badan Kepegawaian Negara 2024



01

02

Kompetensi teknis, manajerial, sosio

kultural dan kompetensi pemerintahan

Kompetensi teknis, diukur dari

tingkat dan spesialisasi :

1) pendidikan

2) pelatihan teknis fungsional, dan 

3) pengalaman bekerja secara teknis; 

Kompetensi manajerial, diukur

dari tingkat :

1) pendidikan

2) pelatihan struktural atau manajemen, dan

3) pengalaman kepemimpinan;

03
Kompetensi sosial kultural, diukur dari

pengalaman kerja berkaitan dengan

masyarakat majemuk dalam hal :

1) agama

2) suku, dan

3) budaya;

04

Kompetensi pemerintahan, antara lain 

mencakup pengetahuan, sikap dan 

keterampilan yang terkait dengan : 

1) kebijakan Desentralisasi

2) hubungan Pemerintah Pusat dengan Daerah

3) pemerintahan umum

4) pengelolaan keuangan Daerah

5) urusan Pemerintahan yg menjadi kewenangan Daerah

6) hubungan Pemerintah Daerah dengan DPRD dan 

7) etika pemerintahan.

(Penjelasan Pasal 233 UU 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah)



Kompetensi pemerintahan Berbasis Urusan pemerintahan

konkuren yang menjadi kewenangan daerah :

1) Urusan Pemerintahan Wajib

(berkaitan dengan Pelayanan Dasar) 

1. pendidikan;

2. kesehatan;

3. pekerjaan umum dan penataan

ruang;

4. perumahan rakyat dan 

kawasan permukiman; 

5. ketenteraman, ketertiban

umum, dan pelindungan

masyarakat; 

6. sosial.

2) Urusan Pemerintahan Wajib (tidak

berkaitan dengan Pelayanan Dasar)

1. tenaga kerja;

2. pemberdayaan perempuan & pelindungan anak

3. pangan;

4. pertanahan;

5. lingkungan hidup;

6. administrasi kependudukan & pencatatan sipil

7. pemberdayaan masyarakat dan Desa

8. pengendalian penduduk & keluarga berencana

9. perhubungan; 

10.komunikasi dan informatika;

11.koperasi, usaha kecil, dan menengah;

12.penanaman modal;

13.kepemudaan dan olah raga;

14.statistik;

15.persandian;

16.kebudayaan;

17.perpustakaan; dan

18.kearsipan.

3) Urusan Pemerintahan Pilihan, 

1. kelautan dan perikanan;

2. pariwisata;

3. pertanian;

4. kehutanan;

5. energi dan sumber daya

mineral;

6. perdagangan;

7. perindustrian; dan

8. transmigrasi.

(Pasal 11 UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah)



STANDAR KOMPETENSI PEMERINTAHAN 

PERMENDAGRI 108 TAHUN 2017
JPT MADYA (11)JPT PRATAMA (17)ADMINISTRATOR (17)PENGAWAS (13)

JPT MADYA (11)

JPT PRATAMA (17)

ADMINISTRATOR (17)

PENGAWAS (13)

PERMENDAGRI 108 TAHUN 2017/Lampiran PMDN No 108 Tahun 2017 Tentang Kompetensi Pemerintahan.pdf
PERMENDAGRI 108 TAHUN 2017/PMDN No 108 Tahun 2017 Tentang Kompetensi Pemerintahan.pdf


Kode Unit Judul Unit Kompetensi Core Competence

O.841120.065.01 Melaksanakan Manajemen Pengetahuan Dalam

Organisasi.

Etika Pemerintahan

O.841120.066.01 Mengimplementasikan Kemitraan Dalam Kordinasi

Program Pembangunan Masyarakat.

Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan

Daerah

O.841120.067.01 Menetapkan Program Pembentukan Peraturan

Daerah.

Hubungan Pemerintah Daerah dengan DPRD

O.841120.068.01 Mengelola Hubungan Dengan Unsur Media

Informasi.

Etika Pemerintahan

O.841120.069.01 Membangun Organisasi Pembelajaran. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan 

Daerah 

O.841120.070.01 Merumuskan Strategi Pencegahan Konflik

Suku Agama Ras Antar Golongan.

Pemerintahan umum

O.841120.071.01 Merumuskan Inovasi kebijakan Desentraliasi. Pengelolaan Kebijakan desntralisasi

O.841120.072.01 Melakukan Diseminasi Wawasan Kebangsaan dan

Ketahanan Nasional.

Pemerintahan Umum

O.841120.073.01 Merumuskan Rencana Kebijakan Pemerintah

Berbasis Budaya Lokal.

Pemerintahan Umum

O.841120.074.01 Menggunakan Informasi Keuangan Dan Ekonomi

Untuk Pengambilan Keputusan Strategis.

Pengelolaan Keuangan Daerah

O.841120.075.01 Melakukan Pengembangan Sistem Pelaksanaan

Perjanjian Kerjasama.

Hubungan Pemerintah Pusat dengan Daerah

Standar Kompetensi

Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (Eselon I)



Standar Kompetensi

Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II)

Kode Unit Judul Unit Kompetensi Core Competence

O.841120.048.01 Mengembangkan Hubungan Kerjasama Dengan Pihak 

Profesional Dan Pakar.

Hubungan Pemerintah Pusat dengan Daerah

O.841120.049.01 Menyusun Draf Naskah Akademik. Hubungan Pemerintah Daerah dengan DPRD

O.841120.050.01 Merumuskan Strategi Hubungan Kerjasama. Hubungan Pemerintah Pusat dengan Daerah

O.841120.051.01 Melakukan Program Pencegahan Tindak Pidana Korupsi. Etika Pemerintahan

O.841120.052.01 Melakukan Diplomasi Organisasi. Etika Pemerintahan

O.841120.053.01 Membuat Strategi Peningkatan Kepercayaan Publik. Etika Pemerintahan

O.841120.054.01 Menyusun Rencana Strategis SKPD. Hubungan Pemerintah Daerah dengan DPRD

O.841120.055.01 Menyusun Dokumen Perencanaan Umum

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pengelolaan keuangan Daerah

O.841120.056.01 Menganalisa Kontribusi Terhadap Fungsi Anggaran. Pengelolaan keuangan Daerah

O.841120.057.01 Merumuskan Program Pemerintah Berbasis Budaya 

Lokal.

Pemerintahan umum

O.841120.058.01 Menyusun Konsep Kebangsaan Dan Ketahanan Nasional. Pemerintahan umum

O.841120.059.01 Menetapkan Pendekatan Evaluasi Kinerja

Kebijakan.

Pengelolaan Kebijakan Desentralisasi

O.841120.060.01 Membuat Rumusan Kebijakan Pemerintahan. Pengelolaan Kebijakan Desentralisasi

O.841120.061.01 Mengimplementasikan Strategi Pengembangan

Masyarakat.

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

O.841120.062.01 Mengelola Keberagaman Masyarakat. Pemerintahan umum

O.841120.063.01 Merumuskan Standar Pelayanan Pemerintah. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

O.841120.064.01 Melakukan Evaluasi Penerapan Standar Pelayanan

Pemerintahan.

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah



Standar Kompetensi

Jabatan Administrator (Eselon III)

Kode Unit Judul Unit Kompetensi Core Competence

O.841120.031.01 Menjalin Hubungan Dengan Pemangku

Kepentingan.

Hubungan Pemerintah Pusat dengan Daerah

O.841120.032.01 Menghimpun Bahan Naskah Akademik. Hubungan Pemerintah Daerah dengan DPRD

O.841120.033.01 Menyusun Kebijakan APBD. Pengelolaan keuangan Daerah

O.841120.034.01 Melakukan Diagnosis Organisasi. Pengelolaan Kebijakan Desentralisasi

O.841120.035.01 Menyusun Rencana Kinerja SKPD. Hubungan Pemerintah Daerah dengan DPRD

O.841120.036.01 Membuat Kriteria Evaluasi Kinerja Kebijakan. Pengelolaan Kebijakan Desentralisasi

O.841120.037.01 Membuat Analisis Resiko Ketahahan Nasional. Pemerintahan umum

O.841120.038.01 Menganalisis Informasi Budaya Lokal. Pemerintahan umum

O.841120.039.01 Mengelola Penanganan Konflik Suku Agama Ras

Antar Golongan.

Pemerintahan umum

O.841120.040.01 Menyusun Dokumen Rencana Teknis Pengadaan

Barang dan Jasa Pemerintah.

Pengelolaan keuangan Daerah

O.841120.041.01 Mengelola Kualitas Pelayanan Pemerintah. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan 

Daerah

O.841120.042.01 Menerapkan Etos Kerja Pelayanan Publik. Etika Pemerintahan

O.841120.043.01 Merumuskan Dokumen Informasi Organisasi. Etika Pemerintahan

O.841120.044.01 Mengidentifikasi Potensi Korupsi dalam Organisasi. Etika Pemerintahan

O.841120.045.01 Membuat Konsep Peta Keterkaitan Kewenangan

dan Hubungan Antar Kelembagaan.

Hubungan Pemerintah Pusat dengan Daerah

O.841120.046.01 Melakukan Penerapan Standar Pelayanan Dalam

Proses Pelayanan Pemerintah.

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan 

Daerah

O.841120.047.01 Melakukan Kerjasama Dengan Konsultan. Hubungan Pemerintah Pusat dengan Daerah



Standar Kompetensi

Jabatan Pengawas (Eselon IV)

Kode Unit Judul Unit Kompetensi Core Competence

O.841120.018.01 Menyiapkan Alat Kelengkapan Dalam Proses

Penyusunan Naskah Akademis.

Hubungan Pemerintah Daerah dengan DPRD

O.841120.019.01 Menyusun Program Kegiatan Kerjasama Strategis. Hubungan Pemerintah Pusat dengan Daerah

O.841120.020.01 MengimplementasikanKegiatan Pencegahan

Korupsi dalam Organisasi.

Etika Pemerintahan

O.841120.021.01 Melakukan Kajian Informasi Organisasi. Etika Pemerintahan

O.841120.022.01 Melakukan Pengawasan Penerapan Nilai Pelayanan

Publik.

Etika Pemerintahan

O.841120.023.01 Mengendalikan Proses Pelayanan. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan 

Daerah

O.841120.024.01 Menyusun Rencana Kegiatan Anggaran. Hubungan Pemerintah Daerah dengan DPRD

O.841120.025.01 Mengendalikan Pelaksanaan Kontrak Pengadaan

Barang/Jasa.

Pengelolaan keuangan Daerah

O.841120.026.01 Mengkaji Informasi Perubahan Sosial. Pemerintahan umum

O.841120.027.01 Melakukan Kajian Informasi Budaya Lokal. Pemerintahan umum

O.841120.028.01 Melakukan Identifikasi Ancaman Ketahanan

Nasional.

Pemerintahan umum

O.841120.029.01 Melakukan Evaluasi Formatif Dan Sumatif

Pelaksanaan Kebijakan.

Pengelolaan Kebijakan Desentralisasi

O.841120.030.01 Membuat Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan. Pengelolaan Kebijakan Desentralisasi





PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 
KEPEMIMPINAN PEMERINTAHAN DALAM 

NEGERI
(PERMENDAGRI 89 TAHUN 2022)

Permendagri 89 Tahun 2022.pdf
Permendagri 89 Tahun 2022.pdf
Permendagri 89 Tahun 2022.pdf
Permendagri 89 Tahun 2022.pdf


bpsdm.kemendagri.go.id Bpsdm.kemendagri BPSDMTV  kemendagri

DIKLAT KEPEMIMPINAN PEMERINTAHAN DALAM 

NEGERI (Permendagri No 89 Tahun 2022)

Diklat Ini merupakan penjabaran dari UU 23/2014, PP 18/2016 dan Mandat PP 

12/2017 tentang  Binwas Penyelengg Pemerintahan Daerah. Diklat Ini di disain 

agar Pejabat Pemdagri memiliki karakter kepemimpinan dengan memiliki Jiwa 

Kepamongprajaan. Oleh karena itu substansi dari Diklat Ini difocuskan pada 

Pengembangan Kompetensi Pemerintahan.

Diklat Ini menjadi Icon Pengembangan Kompetensi di Lingkungan Kemendagri 

dan Pemda.

Payung Hukum Diklat Pimpemdagri sebelumnya adalah Permendagri 85 Tahun

2017 tentang Diklat Pimpemdagri, namun dikarenakan adanya perubahan

kebijakan dan pengaruh lingkungan Strategis maka dilakukan penyesuaian dan

selanjutnya Permendagri tsb telah digantikan dengan Permendagri Nomor 89

Tahun 2022 tentang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan

dalam Negeri.

Terget group Diklat Ini di Fokuskan pada  PNS Kemendagri dan Pemda yang 

akan  menduduki Jabatan Pengawas s.d JPT Madya.

Para peserta pada saat akhir diklat akan diuji penguasaan kompetensi 

pemerintahannya melalui Uji Kompetensi Oleh Lembaga Sertifikasi. bagi yang 

Kompeten akan diberikan Sertifikat Kompeten yang dijadikan persyaratan untuk 

menduduki jabatan.



Menimbang : 

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf b dan ayat (4) Peraturan

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pendidikan dan pelatihan kepemimpinan

pemerintahan dalam negeri diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 2017 tentang Pendidikan

dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri perlu disesuaikan dengan

dinamika kebutuhan pendidikan dan pelatihan serta perkembangan peraturan

perundang-undangan sehingga perlu diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf

b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pendidikan dan

Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri;



Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri

yang selanjutnya disebut Diklat Pimpemdagri adalah jenis

pengembangan kompetensi yang diselenggarakan secara berjenjang untuk

memenuhi persyaratan kompetensi pemerintahan bagi ASN lingkungan

Kementerian dan Pemerintah Daerah

Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri

Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang selanjutnya disebut Diklat

Pimpemdagri JPT Madya adalah pendidikan dan pelatihan kompetensi

pemerintahan bagi calon pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan

Kementerian dan Pemerintah Daerah provinsi.



• Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri Jabatan
Pimpinan Tinggi Pratama yang selanjutnya disebut Diklat Pimpemdagri JPT Pratama
adalah pendidikan dan pelatihan kompetensi pemerintahan bagi calon pejabat pimpinan
tinggi pratama di lingkungan Kementerian, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah
Daerah kabupaten/kota.

• Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri Administrator
yang selanjutnya disebut Diklat Pimpemdagri Administrator adalah pendidikan dan
pelatihan kompetensi pemerintahan bagi calon pejabat administrator atau koordinator
atau sebutan lainnya di lingkungan Kementerian, Pemerintah Daerah provinsi, dan
Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

• Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri Pengawas
yang selanjutnya disebut Diklat Pimpemdagri Pengawas adalah pendidikan dan pelatihan
kompetensi pemerintahan bagi calon Pengawas atau sub koordinator atau sebutan
lainnya di lingkungan Kementerian, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah
kabupaten/kota.



Diklat Pimpemdagri bertujuan untuk memenuhi Kompetensi Pemerintahan pada 
JPT Madya, JPT Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas yang 
memiliki: 

a. karakteristik terhadap penerapan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 
1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

b. karakteristik kepemimpinan koordinatif dalam penyelenggaraan urusan
Pemerintahan Daerah; 

c. penguatan terhadap pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah; 

d. penguatan terhadap nilai-nilai ASN dan kepamongprajaan; 

e. substansi bidang kebijakan desentralisasi, hubungan pemerintah pusat
dengan daerah, pemerintahan umum, pengelolaan keuangan daerah, urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, hubungan Pemerintah
Daerah dengan dewan perwakilan rakyat daerah, etika pemerintahan, 
administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemerintahan desa, 
ketenteraman dan ketertiban umum, serta pelindungan masyarakat; dan 

f. rangkaian terhadap sertifikasi Kompetensi Pemerintahan. 

Pasal 2 



PERMENDAGRI 89 TAHUN 2022 

(DIKLAT PIMPEMDAGRI)

Pasal 17 

(1) Peserta Diklat Pimpemdagri yang dinyatakan telah mengikuti seluruh proses 
pembelajaran berhak mengikuti Uji Kompetensi. 

(2) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rangkaian
kegiatan yang tidak terpisahkan dari proses Diklat Pimpemdagri. 

(3) Uji Kompetensi dilakukan oleh LSP-PDN atau LSP-PDN Provinsi. 

(4) Peserta yang dinyatakan lulus Uji Kompetensi mendapatkan sertifikat
Kompetensi Pemerintahan dan pin alumni tanda kelulusan Kompetensi
Pemerintahan. 

(5) Sertifikat Kompetensi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
menjadi salah satu syarat pengangkatan dalam jabatan JPT Madya, JPT 
Pratama, Jabatan Administrator, atau Jabatan Pengawas. 



PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEMERINTAHAN

DIKLAT 

PIMPEMDAGRI
(PERMENDAGRI 89 TAHUN 

2022)

• Explicit knowledge
( Teori dan Kebijakan
7 core Kompetensi
Pemerintahan)

• Tacit knowledge
(comparative Study, 
Geladi dll)

Pemimpin pemerintahan yang professional dan 

adaptif terhadap dinamika pemerintahan (agile, 

digital, collaborative)

U
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O
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ET
EN

SI



UU 23/2014

Pasal 233 Ayat (1) dan (5)

UJI SERTIFIKASI

KOMPETENSI 

PEMERINTAHAN

SETIAP PEJABAT KEPALA OPD,ADMINISTRATOR DAN 

PENGAWAS  WAJIB MEMILIKI KOMPETENSI PEMERINTAHAN

DIKLAT PIMPEMDAGRI

CALON PEJABAT

PEMBELAJARAN 

SECARA TEORITIS

PEMBELAJARAN ASPEK 

LEGAL-POLICY 

FRAMEWORK

PEMBELAJARAN ASPEK 

GOVERNMENT 

LEADERSHIP-PRACTICE

KOMPETENSI 

PEMERINTAHAN

Kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai ASN 

yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pengelolaan pemerintahan di 

lingkungan Kemendagri dan Pemda secara profesional.

DIBUKTIKAN MELALUI

PEMIMPIN YANG 

PROFESIONAL

ARAH PENGEMBANGAN KOMPETENSI 

PEMERINTAHAN MELALUI DIKLAT PIMPEMDAGRI
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KERANGKA DASAR

PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEMERINTAHAN 

MELALUI DIKLAT PIMPEMDAGRI 

BLENDED LEARNING 
(SELF LEARNING, E-
LEARNING, 

KLASIKAL (10:20:70))



DESAIN PEMBELAJARAN

DIKLAT PIMPEMDAGRI

(PENDEKATAN 10:20:70)



SELF

LEARNING
E-LEARNING CLASSICAL

SUBSTANTIAL LEARNING

THEORETICAL 

FRAMEWORK

POLICY 

FRAMEWORK

DEFINE A PROBLEM SUBSTANTIAL LEARNING

SYNCHRONOUS DAN 

ASYNCHRONOUS

COMPARATIVE 

STUDY
GELADI/AP UJIKOM



SEKUEN PEMBELAJARAN



DUKUNGAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN 
KOMPETENSI PEMERINTAHAN
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BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

TERIMA KASIH
(021) 79195075

bpsdm.kemendagri.go.id

Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata No. 8 Jakarta Selatan
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